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BAB III 

JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG SISDIKNAS  

PASAL 50 AYAT (3) NOMOR 20 TAHUN 2003 

 

A. Aspek Sosiologis dan Filosovis Lahirnya UU No 20 Tahun 2003 

Perspektif sosiologis memfokuskan pembahasan pada dua 

aspek. Pertama, melihat masyarakat sebagai gambaran mengenai 

keistimewaan struktur yang muncul, berkembang secara terus 

menerus dan mengalami perubahan sebagai konsekuensi tindakan 

manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Kedua, 

melihat hubungan antara penjelasan “akademis” tentang kehidupan 

sosial dan formulasi kebijakan yang dapat digunakan secara 

langsung dalam kegiatan anggota masyarakat setiap hari.
40

 

Sosiologsi dalam konteks pendekatan makro, memiliki dua 

perspektif utama, yaitu perspektif fungsional dan perspektif konflik. 

Secara umum, analisis fungsional melihat fungsi serta konstribusi 

yang positif lembaga pendidikan dalam memelihara atau 

mempertahankan keberlangsungan sistem sosial. Durkheim sebagai 

salah satu penganut pandangan ini melihat hubungan antara sistem 
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(praktik) pendidikan dengan integrasi serta solidaritas sosial. 

Durkheim melihat fungsi utama pendidikan adalah 

mentransmisikan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. 

Durkheim berargumen bahwa: “Society can survive only if there 

exists among its members a sufficient degree of homogeneity; 

education perpectuates and reinforces this homogeneity by fixing in 

the child form the beginning the essential similarities which 

collective life demands”. “Masyarakat bisa bertahan hanya jika ada 

diantara anggotanya yang cukup memiliki tingkat homogenitas 

pendidikan memilah dan memperkuat homogenitas ini dengan 

memperbaiki di dalam anak membentuk awal kemiripan penting 

yang dibutuhkan oleh tuntutan hidup kolektif”. 

Fungsi pendidikan dalam hal ini adalah menyiapkan individu 

untuk menduduki peran-peran tertentu dalam kehidupan 

masyarakat. Analis fungsional, Parsons, menegaskan bahwa 

pendidikan memiliki fungsi untuk mentransmisikan nilai-nilai 

universal. Nilai-nilai ini lebih khusus adalah nilai yang 

disosialisasikan kepada individu yang bersifat universal, bukan 



49 

 

partikular. Nilai universal misalnya adalah kerja sama, saling 

menghargai, kejujuran, sportifitas dan sebagainya.
41

 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan 

nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Hal 

tersebut dapat dijelaskan bahwa landasan filosovis pendidikan 

nasional Indonesia sejalan dengan landasan filsafat bangsa 

Indonesia itu sendiri yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar 

filsafat negara sekaligus dasar filsafat hidup bangsa Indonesia. 

Seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai pancasila, termasuk 

pendidikan. Dasar pemikiran filosovis dari sila-sila Pancasila yang 

tergambar di dalam UU No. 20 Tahun 2003 antara lain adalah :
42

 

1. Pada pasal 3, dijelaskan bahwa pendidikan nasional antara lain 

berfungsi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal ini sejalan dengan 

hakikat sila pertama Pancasila yaitu kodrat manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 
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 Fitri Eriyanti, "Perspektif Sosiologis ....., 286. 
42
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2. Pada pasal 4, dijelaskan antara lain bahwa pendidikan 

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif, hal tersebut sesuai dengan hakikat sila keempat 

bahwa suatu keharusan untuk bersifat demokratis, serta hakikat 

sila kelima bahwa seluruh warga harus dijamin berdasarkan 

prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan sosial. 

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. 

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan 

potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang 

dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan 

bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 

(3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan 

undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan 

negara Indonesia. 
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Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut 

diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-

prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada 

kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. 

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk 

memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan 

nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem 

pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 

memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang 

menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif 

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Visi pendidikan 

tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :
43

 

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan 

memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 
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2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak 

bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam 

rangka mewujudkan masyarakat belajar. 

3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses 

pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian 

yang bermoral. 

4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga 

pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, 

keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar 

nasional dan global dan. 

5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
44

 

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. 

Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang 

ini meliputi : 

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. 

2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis 

kompetensi. 

3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 

4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang 

memberdayakan. 

5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan. 

6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik. 

7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan 

dan berkeadilan. 

8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. 

9. Pelaksanaan wajib belajar. 

10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan. 

11. Pemberdayaan peran masyarakat. 

                                                           
44

 EM. Giri, Undang-Undang RI Nomor 20 ....., 38. 



54 

 

12. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat dan. 

13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. 

Strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan 

nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai 

pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Pembaruan 

sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan 

pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-undang Nomor 2 

Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbaharui 

dan diganti.
45

 

Tabel 3.1 

Komposisi Sekolah Bertaraf Internasional 

Parameter Persyaratan 

SNP Harus Sudah Terpenuhi 

Guru 
Min S2/S3: 10% (SD), 20% (SMP), 30% 

(SMA/K) 

Kepala Sekolah Min S2 dan mampu berbahasa asing secara aktif 

Akreditasi A (95) 
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Sarana 

Prasarana 
Berbasis TIK 

Kurikulum 
KTSP diperkaya dengan kurikulum dari negara 

maju, penerapan SKS pada SMA/SMK 

Pembelajaran 
Berbasis TIK, dan bilingual (mulai kelas 4 SD), 

sister school dengan sekolah dari negara maju 

Manajemen Berbasis TIK; ISO 9001 dan ISO 14000 

Evaluasi 

Menerapkan model UN dan diperkaya dengan 

sistem ujian internasional (Negara Maju dan atau 

negara lain yang memiliki keunggulan tertentu) 

Lulusan 
Memiliki daya saing internasional dalam 

melanjutkan pendidikan dan bekerja (SMK) 

Kultur Sekolah 
Terjaminnya Pendidikan Karakter, Bebas 

Bullying, Demokratis, Partisipatif 

Pembiayaan 

APBN, APBD dan boleh memungut biaya dari 

masyarakat atas dasar RAPBS yang akuntabel; 

min 20% peserta didik tidak mampu 

mendapatkan subsidi pendidikan 
Sumber : Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 

Kementerian Pendidikan Nasional 

B. Tujuan Pencantuman Adanya Pasal 50 Ayat 3  

Salah satu upaya Mendikbud mendongkrak kualitas sekolah 

menginternasional ialah, mendirikan Sekolah Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional (RSBI) di sekolah-sekolah negeri dan swasta, 

ketika pertama kali kebijakan ini digulirkan, sekolah dari pusat 

hingga daerah berlomba mengejar status sekolah RSBI. Tentunya, 
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Mendikbud mempunyai kriteria sekolah yang layak bertaraf 

intenasional.
46

  

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa, maka pendidikan adalah bidang yang harus 

diutamakan oleh setiap negara, karena menyangkut masa depan 

bangsa, maju dan mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh 

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara yang 

bersangkutan. Banyak negara yang memiliki sumber daya terbatas, 

dan sedikit sumber daya manusianya, tetapi berkualitas sumber 

daya manusianya, maka dapat menjadi negara maju dan terkemuka. 

Harus diakui bahwa Negara kita lemah dalam sumber daya 

manusia, di Asia saja secara umum kita tidak dapat lagi 

membanggakan kualitas pendidikan kita, apalagi untuk tingkat 

dunia. 

Tujuan sistem pendidikan nasional berfungsi memberikan arah 

pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan 

yang ada. Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan tujuan 

umum yang hendak dicapai oleh semua satuan pendidikannya. 
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57 

 

Sistem pendidikan nasional peserta didiknya adalah semua 

warga negara. Artinya, semua satuan pendidikan yang ada harus 

memberikan kesempatan menjadi peserta didiknya kepada semua 

warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan 

kekhususannya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, 

suku bangsa, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan UUD NRI 1945 

Pasal 31 ayat (1) sebagai berikut: 

”Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. 

Di dalam UU Sisdiknas, Pasal 5 disebutkan: 

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu. 

2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan 

khusus 

3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta 

masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan 

layanan khusus. 

4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 

5. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan 

meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
47

 

Tiap negara mempunyai suatu falsafah atau pandangan pokok 

mengenai pendidikan. Sistem penerapan pendidikan harus 
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memperhatikannya dalam pengembangannya agar dapat 

memelihara keutuhan nasional. Namun ada pula golongan atau unit 

politik yang mempunyai pandangan tertentu tentang pendidikan. 

Demikian pula tiap orang, berkat pengalaman masing-masing, dapat 

mempunyai pandangan pribadi yang mungkin tidak sama 

sepenuhnya dengan pendirian umum. Kesulitannya ialah bagaimana 

menyatukan berbagai pandangan itu dalam satu kerangka pemikiran 

yang konsisten yang dapat membantu proses pengembangan 

kurikulum yang dapat diterima oleh semua pihak.
48

 

Amerika Serikat misalnya, sekolah harus melayani masyarakat 

yang pluralistik yang terdiri atas berbagai ragam kelompok etnis, 

agama, aliran politik dan taraf sosio-ekonomi. Pengeritik sekolah di 

sana telah sejak lama mengemukakan kekhawatiran bahwa sekolah 

tidak mempunyai tujuan dan perangkat nilai-nilai yang mantap atau 

falsafah pemersatu secara nasional, bahwa sekolah mencoba 

melakukan terlampau banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia 

yang begitu banyak aneka ragamnya dan oleh karena itu justru 

                                                           
48
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berbuat terlampau sedikit bagi siapa juga pun, sehingga tidak ada 

yang merasa puas.
49

 

Indonesia telah memiliki falsafah nasional yang tegas yaitu 

pancasila, yang berfungsi sebagai pegangan bagi lembaga 

pendidikan untuk pengembangan falsafah atau pandangan masing-

masing sesuai dengan misi dan tujuan nasional serta nilai-nilai 

masyarakat yang dilayaninya. 

Peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), 

maupun undang-undang tentang sistem pendidikan sebelumnya 

serta produk hukum yang lainnya, rumusan falsafah pendidikan 

tidak ada secara tersurat. Namun demikian, hal itu bukan berarti 

Indonesia tidak memiliki dasar pendidikan nasional dan tujuan 

pendidikan nasional, karena tetap berlandaskan pancasila dalam UU 

Sisdiknas di Indonesia jelas tercantum tentang: 1) rumusan tentang 

pendidikan dan pendidikan nasional: 2) dasar pendidikan nasional; 

dan 3) fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Bahkan, Indonesia 

juga telah merumuskan apa yang disebut sebagai sistem pendidikan 

nasional, serta prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. 
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Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 butir 1 UU Sisdiknas 

dimana pengertian pendidikan dirumuskan sebagai berikut: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya”
50

 

Kemudian dalam Pasal 3 UU Sisdiknas, rumusan tentang fungsi 

dan tujuan pendidikan nasional dinyatakan sebagai berikut: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembankan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”.
51

 

C. Tujuan RSBI Pada Pasal 50 Ayat 3 UU No 20 Tahun 2003 

Sekolah Bertaraf Internasional adalah satuan pendidikan yang 

diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) dan diperkaya dengan standar salah satu negara anggota 
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Organizatian for Economic Co-operation and Development 

(OECD) dan/atau negara maju lainnya.
52

 

Lahirnya ide rintisan sekolah bertaraf internasional didasari oleh 

era globalisasi menuntut kemampuan daya saing yang kuat antar 

negara dalam teknologi, manajemen dan sumber daya manusia. 

Keunggulan teknologi akan menurunkan biaya produksi, 

meningkatkan kandungan nilai tambah, memperluas keragaman 

produk, dan meningkatkan mutu produk. Keunggulan manajemen 

pengembangan SDM dapat mempengaruhi dan menentukan bagus 

tidaknya kinerja bidang pendidikan. Dan keunggulan sumber daya 

manusia yang memiliki daya saing tinggi pada tingkat internasional, 

akan menjadi daya tawar tersendiri dalam era globalisasi ini. 

Adapun landasan yuridis kebijakan progam RSBI ini, adalah 

sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 50 ayat (2) dan (3). 

a. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar 

nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan 

nasional. 
                                                           

52
 Panduan Penyelenggaraan Program Rintisan SMA Bertaraf Internasional 

(R-SMA BI), Depdiknas, Dirjen Mandikdasmen, (Jakarta: Direktorat Pembinaan 

SMA, 2009), h. 9. 



62 

 

b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan 

sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua 

jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan 

pendidikan yang bertaraf internasional.
53

 

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s.d 2025, 

yang mengatur perencanaan pembangunan jangka panjang 

sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh 

yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur.
54

 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, Pasal 61 ayat (1), yaitu; Pemerintah 

bersama-sama Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-

kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan 

sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan 

menengah untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf 

internasional.
55
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan 

6. Peraturan pemerintan no 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan. 

7. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 

2005 s.d 2009 menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya 

saing bangsa, perlu dikembangkan Sekolah Bertaraf 

Internasional pada tingkat kabupaten/kota melalui kerjasama 

yang konsisten antara Pemerintah dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

8. Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2007 

tentang Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Beraraf 

Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, 

yang antara lain pada halaman 10 disebutkan bahwa: 

“Diharapkan seluruh pemangku kepentingan untuk 

menjabarkan secara operasional sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan sekolah/madrasah bertaraf 

internasional” 
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9. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi (SI) 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah: Permendiknas 

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah: 

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan 

Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk 

Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. 

10. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah: Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 

Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah: Permendiknas 

Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik 

Dan Kompetensi Guru; Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 

Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan: Permendiknas 

Nomor 19 tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan: 

Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 Tentang Standar Penilaian 

Pendidikan: Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 Tentang 

Standar Sarana Dan Prasarana: Permendiknas Nomor 41 tahun 

2007 Tentang Standar Proses.
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11. Permendiknas Nomor 78 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan 

Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar 

Dan Menengah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) 

Hingga saat ini, mayoritas sekolah bertaraf internasional masih 

berstatus rintisan. Dan ketika masih rintisan, sekolah diharapkan 

dapat berupaya memenuhi SNP dan mulai merintis untuk 

mencapai IKKT sesuai dengan kemampuan dan kondisi 

sekolah. Pencapaian pemenuhan IKKT sangat ditentukan oleh 

kemampuan kepala sekolah, guru, komite sekolah, pemerintah 

daerah, dan pemangku kepentingan yang lain.
57

 

RSBI bisa disebut SBI Mandiri ketika ia bisa memenuhi IKKM 

dan IKKT. Ketentuan ini sebagaimana penjelasan Laporan 

Kebijakan Kemdiknas tahun 2007 tentang Pedoman Penjaminan 

Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang 

Pendidikan Dasar dan Menengah.
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Permendiknas No. 78 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sekolah 

Bertaraf Internasional. 
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Diana Herawati, "Presepsi Guru Tentang Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan RSBI di SMPN 1 Kota 

Searang" (Tesis Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), h. 57. 


